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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز zai z Zet 
س Sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
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غ gain g Ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ qaf q Qi 
ؾ kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ mim m Em 
ف nun n En 
ك wau w We 
ق Ha h Ha 
ء hamzah ʼ Apostrof 
ل Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah a A 
 َا kasrah i I 
 َا ḍammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََؿْوَه: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ََل  ... | ََا  ... 
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 
 َل kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
 َك 
dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتام: māta 
ىَمَر: ramā 
ََلْي ق: qīla 
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 َتْوَيَ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْكَرَؙاﻷ َؿاَفْط   : rauḍah al-aṭfāl 
ةَل  ضافْلاََ ةَنْػيَ دَمَلا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةَمْك َلَا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd(    ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاّنبَر: rabbanā 
ََانْيَّنَ : najjainā 
َّقََلَا : al-ḥaqq 
ََمُّعن: nu“ima 
َّك دَع: ‘aduwwun 
Jika huruf ل ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah 
(  ى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī. 
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Contoh: 
َّى لَع   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
َّبَرَع: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ؿا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َسْمّشَلا: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةَلزّلزَلا: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
َْلَفَلاةَفَس : al-falsafah 
ََدلَبلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْك رْمأت : ta’murūna 
 َْعوّػَنلا: al-nau„ 
 َءْيَش: syai’un 
 َتْر  ِ  ـ أ: umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (للها) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarrdan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 َللهاَ ني
 د dīnullāh  َلله اب billāh 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 َللهاَ ةَحمرَْ  فَِْم هhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
ḤāmidAbū) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  : Sri Wahyuni  
NIM  : 102 001 150 95 
Fak/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul  : Mahar Partai Politik dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada 
     di Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)                      
Dalam penelitian ini penulis membahas Pokok masalah penelitian yang 
dicapai adalah Bagaimana Mahar  Partai Politik  Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada 
di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam), dan sub masalah sebagai berikut, 
Persepsi Partai Politik di Kota Makassar Terhadap Mahar Politik,  Mahar Politik dalam 
Ketatanegaraan Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskripsif kualitatif dan 
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang 
ditunjang dengan penelitian kepustakaan (literature research), dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi 
kepustakaan, yang menghasilkan data primer dan data sekunder yang diolah dengan 
teknik analisis kualitatif dengan pendekatan penomenologi dan pendekatan syar’i. 
Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Rekrutmen politik sangat 
dipengaruhi dengan mahar partai politik, sebab dengan adanya isu mahar partai pada 
pengusungan kandidat telah merusak tatanan struktural partai sebab pimpinan partai 
yang tidak memfungsikan kader-kadernya dengan alasan kebutuhan kapital partai 
pada setiap momentum politik yang akhirnya merusak tatanan partai dan marwah 
partai yang prakmatis; (2) Dalam konsepsi Islam, hanya dikenal istilah hadiah yang 
hukumnya mubah dalam islam, dengan konsep dasar keikhlasan tanpa pamrih, oleh 
sebab itu mahar partai politik itu kerap dengan indikasi suap perorangan (risywah) 
dengan institusi partai dengan alasan kebutuhan kapital  dalam pertarungan, dan 
tidak dibenarkan dalam pandangan Islam, sebab konsepsi Islam hanya berbicara 
sedekah dan hadiah dan masing-masing berasaskan keikhlasan. 
 
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Sistem rekrutmen partai politik Kota 
Makassar sebaiknya memberikan ruang kepada kader partai yang paham ideologi 
partai tanpa menghiraukan mahar politik dari pemodal yang memiliki modal kapital 
tanpa mengikuti proses rekrutmen dan pendidikan politik yang semenstinya dalam 
ideologi setiap partai di Kota Makassar serta meningkatkan pengawasan dan fungsi 
dari partai politik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas yang tidak hanya 
berasal dari pemodal yang memiliki banyak uang; (2) Mewujudkan politik yang baik 
diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek mahar politik demi 
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terpenuhinya demokrasi yang baik tanpa praktek mahar politik dari pemodal dalam 
islam sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pesta demokrasi yang disertai dengan proses pelaksanaan agenda suksesi 
kepemimpinan nasional telah dilalui dengan suka cita. Transisi demokratisasi 
akhirnya dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan meskipun proses suksesi 
kepemimpinan melalui anggota legislatif sampai dengan pemilihan presiden yang 
diwarnai dengan berbagai proses politik yang kadang cenderung menabrak kaidah-
kaidah demokrasi.1 Demokrasi pertama kali diterapkan dalam kehidupan bernegara di 
Negara kota (polis) yunani kuno. Pada awalnya demokrasi dikenal sebagai partisipasi 
politik langsung warga Negara (kota) yang sudah dewasa dalam proses politik. Ciri 
utama demokrasi di yunani kuno itu adalah adanya pengelolaan bersama kehidupan 
politik oleh seluruh warga polis yang jumlah penduduknya yang relatif kecil. Proses 
politik yang berlangsung dikota Negara yunani kuno itu oleh Aristoteles dipandang 
sebagai bentuk Negara yang ideal.2  
Partai politik adalah jantung dari demokrasi perwakilan. Melalui partai 
politiklah sirkulasi elite dan kepemimpinan politik sebuah Negara berjalan. Baik 
buruknya demokrasi terletak pada kualitas partai politik.3 Partai politik merupakan 
salah satu kelengkapan utama dari Negara demokrasi. Negara tanpa partai politik 
tidaklah layak disebut sebagai Negara demokrasi. Demokrasi merupakan sistem 
                                                 
1Kamrussamad, Dedikasi Politisi Muda (Jakarta: PSDP Press, 2009), h. 3  
2Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 12-1  
3Rifqynizamy Karsayuda, Partai Politik  Lokal untuk  Indonesia: Kajian Yuridis 
Ketatanegaraan  Pembentukan  Partai  Politik  Lokal di Indonesia  sebagai Negara  kesatuan (Cet. I 
Jakarta: Rajawali Pers,2015), h.01. 
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pemerintahan yang paling populer di seluruh dunia. Karena, demokrasi diyakini 
mampu mewujudkan tujuan bernegara yakni, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi 
segenap warga Negara. Jika demokrasi tidak dapat mewujudkan kesejahteraan dan 
keadilan sosial, maka ia kehilangan alasan untuk tetap ada. 
Namun demikian, kualitas demokrasi dalam perspektif sistem politik yang 
demokratik sangat ditentukan oleh sejauh mana peran politik yang ada terutama pada 
partai-partai besar. Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2009 adalah merupakan 
tonggak sejarah perjalanan sistem kehidupan sosial politik bangsa, karena sistem 
pemilu benar-benar berbeda dari sistem pemilu-pemilu sebelumnya selama 
kemerdekaan  Republik  Indonesia.4  Dalam menanggapi  kebangkitan demokrasi  itu,  
segera sesudah pemilu nanti, hendaklah pemerintah bersama DPR menelaah dan 
menyempurnakan perangkat perundang-undangan yang menyangkut mekanisme 
demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang ada selama ini. Agar perangkat 
perundang-undangan itu dapat menyesuaikan dirinya terhadap arus bawah yang baru 
muncul dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia.5 
Kemunculan isu pertukaran sejumlah uang dengan dukungan politik antara 
calon peserta pemilihan kepala daerah dengan partai politik terus berulang dari tahun 
ke tahun. Melihat dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyebut mahar 
politik membuat mayoritas peserta mengeluarkan ongkos pilkada yang lebih besar 
dibandingkan laporan harta kekayaan mereka. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum, 
KPU, menilai isu mahar politik sulit dibuktikan dan pada era pilkada secara langsung, 
                                                 
4Kamrussamad, Dedikasi Politisi Muda, h. 17.  
5Baharuddin Lopa, Pertumbuhan Demokrasi (Cet, II; Jakarta:PT. Yarsif Watampone,1999) 
h.14. 
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baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu belum pernah menjatuhkan sanksi terkait 
mahar tersebut. 
Dalam penelitian KPK tahun 2016 ditemukan bahwa calon wali kota atau 
bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp20-30 miliar. Sedangkan ongkos politik yang 
dikeluarkan calon gubernur lebih besar, sekitar Rp100 miliar.Berdasarkan kajian yang  
melibatkan 286 peserta pilkada di 259, KPK menyebut pengeluaran antara lain terdiri 
dari honor saksi di tempat pemungutan suara dan logistik kampanye. Namun terdapat 
pula pengeluaran besar yang tidak dilaporkan peserta pilkada ke KPU. KPK mencatat 
pemenang pilkada yang mengeluarkan ongkos besar akan cenderung memberikan 
kemudahan perizinan dan akses pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah 
daerah kepada pihak tertentu. 
Pada Pasal 47 UU NO. 8/2015 tentang Pilkada dengan jelas melarang partai 
atau gabungan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses 
pencalonan kepala daerah. Sebaliknya, pasal itu juga melarang setiap orang 
memberikan imbalan kepada partai dalam proses pencalonan pilkada. Jika pengadilan 
menyatakan suatu partai melanggar ketentuan itu, maka mereka tidak diizinkan 
berpartisipasi dalam pilkada berikutnya di daerah tersebut. Meski demikian, anggota 
KPU Ilham Saputra menyebut penyelenggara pilkada tidak mendapat hak oleh hukum 
untuk mengusut mahar politik. "Tapi ketika sudah ditetapkan menjadi peserta pilkada 
dan dia menyogok, itu masuk kategori politik uang. Mahar tidak diatur undang-
undang," ucapnya. Selama ini terdapat lebih banyak figur yang membantah adanya 
mahar daripada yang mengakui terjadinya pertukaran uang dan dukungan politik itu. 
Sebastian mengkritik Bawaslu yang menurutnya tidak serius menindak praktik mahar 
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dalam perhelatan politik dan mengharapkan Bawaslu perlu membuat strategi khusus 
untuk membongkar persoalan itu.6 
Selain aspek pelanggaran terhadap Undang-Undang dalam hal mengenai 
konflik yg berujung pada kontroversi diberbagai kalangan masyarakat terkhusus 
kepada petinggi-petinggi partai politik, demokrasi akan dipandang sebagai suatu 
masalah sosial karena adanya perbenturan kepentingan. Kepentingan yang berbeda 
mengakibatkan perbedaan pandangan antar masing-masing individu. Perbedaan 
pandangn ini bukan hanya terjadi dalam masyarakat, akan tetapi juga terjadi pada 
segelintir petinggi partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka menjadi 
sebuah keniscayaan untuk mengkaji dan menelaah persoalan Mahar partai politik 
yang akan mencederai nilai-nilai demokrasi. Salah satu contoh konflik dibawah ini 
cukup mempertegas bahwa hal-hal semacam itu tidak jarang dijumpai di dunia 
politik. 
Terkhusus pada kejadian terakhir kasus dari La Nyalla Mattaliti yang 
mengaku dimintai uang Rp 40 Miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo 
Subianto agar bisa maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Kata La 
Nyalla, mahar itu menjadi syarat agar dia bisa di usung partai Gerindra dalam 
kontestasi pesta demokrasi di Jawa Timur. Uang 40 miliar diminta untuk honor saksi 
di tempat pemungutan suara. Dalam perhitungannya, biaya saksi dibutuhkan sekitar 
Rp 28 miliar dengan rincian Rp 200 ribu untuk dua orang saksi di 68 ribu TPS.7 
                                                 
6
 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia, Diakses pada 10 Maret pukul 14.00 WITA 
7
 https://googleweblight.com/=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180112104941-32-
268362/mahar-di-pilkada-lingkaran-setan-dan-politik-dagang. Diakses pada 10 Maret pukul 14.00 
WITA 
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Menanggapi perkembangan kasus mahar politik, pihak KPK juga telah 
menyatakan dengan tegas bahwa mahar politik merupakan cikal bakal sang pejabat 
tersebut bila terpilih akan melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi pasti 
akan merugikan masyarakat umum yang telah memberikan dan mempercayakan 
mandat.8 Karena semakin tinggi modal politik yang akan dikeluarkan maka 
berbanding lurus dengan naiknya tindakan korupsi. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul 
ini mengenai, Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada Di 
Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam). 
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 
masalah yang  akan  menjadi dasar  dalam penyusunan  skripsi.  Rumusan  masalah 
ini terbagi  atas  dua  pokok  masalah yaitu  “Bagaimana Mahar  Partai Politik  Dalam  
Pengusungan Kandidat Pemilukada di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan 
Islam)?” dan sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Persepsi Partai Politik di Kota Makassar Terhadap Mahar Politik? 
2. Bagaimana Pandangan Mahar Politik dalam Ketatanegaraan Islam? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas 
dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu 
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi 
                                                 
8https://seword.com/politik/kpk-mahar-politik-dorong-korupsi-peminta-mahar-politik 
pendukung-korupsi. Diakses pada 28 Maret pukul 12.00 WITA 
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permasalahan tentang Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada 
di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam) sebagai berikut : 
1. Fokus Penelitian : 
a. Mahar Politik 
b. Pengusungan Kandidat Pemilukada 
c. Tatanegara Islam 
2. Deskripsi Fokus 
a. Mahar Politik adalah Transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian 
dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang ingin diperebutkan dalam 
pemilukada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya. 
b. Pemilukada adalah Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia 
oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. 
c. Tatanegara Islam adalah aturan yang mengatur tentang organisasi Negara 
Islam yang berasaskan Al-Quran dan Hadits sebagai landasan dalam menjalankan 
organisasi Negara. 
 
                   Fokus Penelitian                       Deskripsi Fokus 
Mahar Politik Transaksi di bawah tangan yang 
melibatkan pemberian dana dalam jumlah 
besar dari calon untuk jabatan yang ingin 
diperebutkan dalam pemilukada dengan 
parpol yang menjadi kendaraan 
politiknya. 
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Pemilukada Pemilihan umum kepala daerah dan wakil 
kepala daerah untuk memilih Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 
langsung di Indonesia oleh penduduk 
daerah setempat yang memenuhi syarat. 
Tatanegara Islam Aturan yang mengatur tentang organisasi 
Negara Islam yang berasaskan Al-Quran 
dan Hadits sebagai landasan dalam 
menjalankan organisasi Negara. 
 
D. Kajian Pustaka 
Menilai apakah suatu penelitian layak atau tidak untuk diteliti, diperlukan 
sebuah kajian pustaka seperti berikut : 
Achmad Abubakar dalam bukunya “Wajah HAM dalam cerminan Al-
Qur’an” mengatakan bahwa konsep tentang hak asasi manusia belum jelas 
akibatnya, kekacauan dan ketidakjelasan interpretasi tentang hak asasi manusia dalam 
diskusi politik dan hukum mempengaruhi hak dasar manusia untuk dipilih dan 
memilih.9 Dalam buku ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai partai politik 
dan hanya menjelaskan secara detail tentang HAM dan Al-Qur’an. 
Bambang cipto dalam karyanya “Presiden Profesional atas Politik 
Dinasti”.10 Dalam buku ini menjelaskan tentang elit politik yang mengutamakan 
                                                 
9Achmad Abubakar, Wajah HAM dalam Cerminan Al-Qur’an (Makassar, Alauddin 
University Press, 2011), h. 4-5 
10Cipto Bambang, Presiden Profesional atas Politik Dinasti (Jakarta: Bigraf pub, 1999), h. 3 
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politik kekerabatan sebagai strategi politik untuk mendapat kekuasaan dari pada 
profesionalitas, atau kualitas, kemampuan yang sudah seharusnya dimiliki oleh 
seseorang pemimpin atau dalam buku ini disebut presiden. 
Farid Abdul Khaliq dalam bukunya “Fikih Politik Islam” mengatakan 
bahwa persamaan hak dalam sistem-sistem demokrat dalam persamaan hak yang 
berkenaan dengan undang-undang atau sipil yang dikenal dengan demokrasi politik.11 
Dalam bukunya tersebut hanya menjelaskan demokrasi partai bukan partai politik. 
Abu Yasid dalam bukunya “Fikih Politik” mengatakan bahwa seseorang 
yang sedang menjabat dan atau berkuasa sukar melihat dirinya sendiri yang ada 
adalah bagaimana memenuhi ambisi kekuasaan dan mempertahankannya, apapun 
caranya tidak lagi terpikir memenuhi amanat yang diembanya ini mensinyalir adanya 
ketidak percayaan rakyat terhadap wakil-wakilnya diparlemen sehingga kemudian 
rakyat mencabut hak yang sebelumnya dititipkan kepada lembaga legislatif maupun 
lembaga eksekutif.12 Dalam bukunya tersebut tidak menjelaskan partai politik secara 
kongkret tetapi menjelaskan tentang mekanisme pemilihan pemimpin. 
M. Arief Hakim dalam bukunya “Jejak-jejak Islam Politik” mengatakan 
bahwa demokrasi dan Islam dianggap kontradiktif, ambivalen, dan tidak konsisten 
khususnya Islam di suatu sisi menyerukan perdamaian dan anti kekerasan, tapi di sisi 
lain membenarkan kekerasan dalam doktrin jihad. Dalam awal sejarah dinasti-dinasti 
Islam kadang atau sering disebarkan kewilayah lain dengan jalan pedang sebagai 
                                                 
11Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah,2005), h. 228 
12Abu Yasid, Fikih Politik (Jakarta: Erlangga,2007)h. 46 
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kekerasan.13 Dalam buku tersebut menjelaskan mengenai Demokrasi dan Islam tetapi 
tidak menjelaskan secara rinci partai politik. 
Muhadam Labolo & Teguh Ilham dalam bukunya “Partai Politik dan 
Sistem  Pemilihan Umum  di  Indonesia  (Teori, Konsep  dan Isu  Strategi)”, 
dalam isi buku ini menjelaskan  tentang  partai  politik  dan sistem pemilu secara 
teoritis dan konseptual, dua tema tersebut mencoba memahamkan terhadap sistem 
pemilu ditingkat implementasi penting agar mekanisme mampu menjamin 
diproduksinya kepemimpinan pemerinthan yang unggul sebagai syarat terbangunnya 
sistem politik yang stabil. Apabila partai politik merupakan sarana yang ideal dalam 
fungsi rekruitmen, kaderisasi dan pendidikan politik elite maka sesungguhnya sistem 
pemilu mampu menjembatangi output partai politik untuk masuk kedalam 
pemerintahan.14 Dalam buku ini relevan dengan judul skripsi yang akan dibahas. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Mahar partai politik dalam pengusungan kandidat 
pemilukada di Kota Makassar. 
a. Tujuan Penelitian 
Secara khusus penelitian ini bertujuan : 
1) Untuk mengetahui Mahar Partai Politik Dalam Konsep 
Ketatanegaraan Islam ? 
                                                 
13M.Arief Hakim, Jejak-jejak Islam Politik (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama 
Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama, 2004), h.327 
14Muhadam Labolo, Partai  Politik  dan Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia: 
Teori,Konsep, dan  Isu Strategis (Ed.1 Cet.I. Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 21 
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2) Persepsi Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat 
Pemilukada di Kota Makassar. 
b. Kegunaan Penelitian 
Manfaat akademik : 
1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin 
mengetahui Mahar partai politik dalam konsep ketatanegaraan islam. 
2) Untuk memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya 
perkembangan keilmuan umumnya dan khususnya Mahar partai 
politik dalam pengusungan kandidat pemilukada. 
3) Untuk memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang 
diteliti. 
Manfaat Praktis : 
a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi 
para pembaca pada umumnya dan khususnya peneliti dalam rangka 
memberikan konstribusi positif dimasa yang akan datang. 
b) Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi rujukan 
dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain. 
Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini 
digunakan untuk kajian penelitian ilmiah sebagai penelitian positif bagi khasanah 
ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah perpolitikan di Indonesia pada 
umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya, serta diharapkan dapat memberikan 
sungbangsih kepada para peneliti dalam mengkaji secara aktual proses Mahar partai 
politik dalam pengusungan kandidat pemilukada di Indonesia .  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Perngertian Mahar Politik 
Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pemberian 
wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan 
ketika dilangsungkan akad nikah.1 Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan 
“mahar” juga dipakai perkataan: “shadaq” , nihlah; dan faridhah” dalam bahasa 
indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. Mahar secara etimologi, artinya 
maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada 
calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih 
bagi seorang istri kepada calon suaminya.2 Kemudian mahar dalam perspektif ilmu 
politik yaitu transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian dana dalam 
jumlah besar dari calon untuk jabatan yang ingin diperebutkan dalam pemilukada 
dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya. 
Mahar diartikan sebagai mas kawin, secara pandangan politik sering diartikan 
sebagai pemberian uang kepada pengurus partai politik baik di tingkat pimpinan anak 
cabang (PAC), dewan pimpinan cabang  (DPC), dewan pimpinan daerah/wilayah 
(DPD/DPW) maupun dewan pimpinan pusat (DPP) untuk mengendarai partai politik 
maju sebagai bakal calon ataupun calon legislatif maupun di momentum pemilihan 
bupati, gubernur hingga pemilihan presiden. 
                                                 
1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) 
2Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: (Ed. 1, Cet, 4. Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h. 36 
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Jika melihat makna mahar dalam kontek sebagai pemberian untuk menjadi 
anggota partai, maka kini maknanya sudah bergeser luas. Mahar tak lagi bermakna 
sebatas  dalam kontek  pemberian  calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 
perempuan, tetapi juga bisa di artikan sebagai pemberian atau berupa sogokan dan 
seterusnya untuk mendapat dukungan. Mahar bagi partai politik sangat penting, 
karena tanpa dana operasional partai politik terganggu dan tidak dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. Bukankah dalam kampanye seseorang membutuhkan 
panggung, alat peraga dan seterusnya. Belum lagi biaya lobi untuk meraih suara 
sangat besar karena di situ orang yang bekerja mesin-mesin pencitraan. 
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang 
dikehendaki. Dalam implementasinya bahwa politik tidak hanya berkisar di 
lingkungan kekuasaan negara atau tindakan yang hanya dilakukan oleh penguasa 
negara saja.3 Sedangkan uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima 
sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat alat 
pembayaran utan dan pembelian barang. Nazhim al Syamry menjelaskan: “Setiap 
sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi („urf) atau 
undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media 
dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditas dan jasa, juga 
cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam 
lingkup uang.”4 
Istilah politik dalam literatur Islam dan kajian fikih klasik disebut “siayasah” 
berasal dari bahasa arab “siyasat” kata ini diambil dari sasa – yasusu – siyasah yang 
                                                 
3Richard Bolling, “Money Politics”. (jul., 1986) h. 76-85 
4Ahmad Hasan, al-Auraq al-Naqdiah fi al-Iqtishad al-islami, Terj. Saifurrahman Barito dan 
Zulkafar Ali, Mata uang Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 10-11 
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berarti mengurus, mengatur, dan memerintah.5 Kata “siyasah” selanjutnya disebut 
politik atau ketatanegaraan, kata politik berasal dari kata politic yang menunjukkan 
sifat pribadi atau perbuatan.6 Kata politik merupakan istilah yang dipergunakan dalam 
konsep pengaturan masyarakat, sebab konsep ini membahas persoalan-persoalan yang 
berkitan dengan masalah bagaimana pengelolaan pemerintahan dijalankan dalam 
rangka mewujudkan sebuah tatanan masyarakat politk yang lebih kondusif. 
Sementara Moh. Qasim Mathar, mengemukakan bahwa politik berhubungan 
dengan kekuasaan dan susunan masyarakat. Kekuasaan sebagai bagian yang 
terpenting dalam politik, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku 
lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan 
keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan, atau kemampuan pelaku untuk 
menetapkan (secara mutlak) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif 
memilih bagi pelaku lain. Maka, siapa atau pihak yang mana yang saling 
mempengaruhi itulah yang memiliki kekuasaan.7 
Kata politik dari kata police (Inggris) yang menunukkan sifat pribadi atau 
perbuatan. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna city 
”kota”. Politic kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia dengan tiga arti yaitu: 
“segala urusan atau tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) 
mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau 
                                                 
5Usman Jafar, Islam dan Politik (Makassar: Alaluddn University Press, 2012), h. 13-14. 
6Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam  Al-Qur’an (Cet. III; Jakarta: 
Raja Grafindo Persada 2002). h. 34 
7Moh. Qasim Mathar, Politik Dalam Sorotan: Ketegangan Antara Pemikiran dan Aksi (Cet. I; 
Jakarta: Melania Press, 2004), h. 106. 
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kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin ilmu 
pengetahuan, yaitu ilmu politik”.8 
Sebagian istilah “politik” pertam kali dikenal melalui buku Plato yang 
berjudul Politeia yang juga dikenal sebagai Republik, kemudian muncul karya 
Ariestoteles yang berudul Politeia. Kedua karya ini dianggap sebagai pangkal 
pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui 
bahwa “politik” merupakan istilah yang dipergukan untuk konsep pengetahuan 
masyarakat, sebab dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang 
berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwuud sebuah 
masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep 
tersebut terkandng berbagai unsur, seperti lambing yang menalankan pemerintahan, 
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum 
yang menjadi sarana pengatur masyarakat, dan citacita yang hendak dicapai. 
Meskipun para pemikir dan ilmuan politik tidak memiliki kesepakatan 
mengenai definisi politik, namun unsur-unsur tersebut diatas dapat ditemukan secara 
persial ataupun inplisit dalam definisi yang mereka kemukakan. Dari berbagai 
definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. Pertama, 
pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan 
pemerintahan daerah; kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah 
kekuasaan, otoritas dana tau dengan konflik. Menurut Deliar Noer, politik adalah : 
“Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan 
yang bermaksud mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau 
                                                 
8Abd. Mu‟in Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran( Jakarta: Raja Grafindo, 
1994), h. 34.  
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mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat”.9 Kutipan ini 
menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa 
aktivitas maupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun 
mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan 
kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun 
harus diakui bahwa ia tidak pada dipisahkan oleh politik, bahan politik 
memerlukannya agar sebuah kebijakan dapat berjalan dalam kehidupan 
masyarakat.  
Politik sebagai kegiatan dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Ia menulis : 
Pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan 
dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-
tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.10 Partai politik merupakan 
organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai 
kepentingan yang sama dengan tujuan untuk mengusai pemerintahan dengan cara 
menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme 
pemilihan umum. Partai politik adalah instrumen yang tak terpisahkan dari sistem 
demokrasi di Negara manapun. Tidak dapat dikatakan sebuah Negara jika tidak ada 
partai politik di Negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan 
manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan 
kepentingannya.11  
                                                 
9Abd. Mu‟in Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran ( Jakarta: Raja Grafindo, 
1994), h. 37. 
10Abd. Mu‟in Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, h. 37-38. 
11Muhadam  Labolo, Partai Politik dan Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep 
dan Isu Strategis, (Ed. I, Cet, I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.7 
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Partai politik di era demokrasi dengan menggunakan sistem multipartai, 
Indonesia membuka peluang besar kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk 
menduduki jabatan baik di legislatif maupun eksekutif demi terwujudnya cita-cita 
nasional bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sebagai lembaga yang menaungi dan mencetak kader-kader bangsa demi 
terlaksananya demokrasi yang ideal, karena idealnya sebuah demokrasi merupakan 
memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menuangkan hak-hak 
kewarganegaraannya yaitu hak memilih dan dipilih, wadah partai politik sebagai 
ujung tombak demokrasi di Indonesia telah membuktikan secara kongkrit eksistensi 
kediriannya yang telah memberikan pendidikan politik kepada setiap kader-kader 
partainya. 
 Partai politik dalam era modern ini dimaknai sebagai suatu kelompok yang 
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita 
yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 
kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dilihat dari 
pengertian tersebut, ada beberapa unsur penting yang ada dalam partai politik, yaitu 
ikatan antara mereka hingga terorganisir menjadi kesatuan, serta orientasi, nilai, cita-
cita, tujuan dan kebijaksanaan yang sama.12 
B. Mahar Politik dalam Sistem Demokrasi  dan Multipartai 
Mahar politik sebagai bagian dari korupsi, saat ini di Indonesia sudah menjadi 
bagian dari korupsi yang lebih besar yakni korupsi politik (political corruption). 
Bahkan untuk menjadi wakil-wakil rakyat pun uang menjadi penguasa, baik bupati, 
gubernur, hingga presiden harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Hal ini cukup 
                                                 
12
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Cet.XVII. Jakarta: Gramedia, 1996), h.3 
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beralasan karena prosses demokratisasi yang saat ini sedang berkembang di indonesia 
apalagi berkenaan dengan adanya Pilkada, Pileg, Pilpres yang dilakukan secara 
langsung oleh rakyat. Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik 
sebagai pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, artinya tak ada 
demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu sangat diperlukan sekali sebuah 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik yang 
bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan  partai politik yang baik, sehat dan 
profesional.13 
Pemilu dan pemerintahan tidak lepas dari demokrasi. Dalam hal ini partai 
politik merupakan pilar utama, karena pucuk kendali roda pemerintahan ada di tangan 
eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat atau kekuasaan rakyat merupakan arti demokrasi. Dalam pandangan 
Hoogerwarft mengatakan bahwa demokrasi sebagai cara membetuk kebijaksanaan 
dengan memberi banyak kemungkinan para anggota kelompok untuk mempengaruhi 
kebijakan itu. Mengacu pada definisi Hoogerwarft, sebenarnya demokrasi adalah cara 
pembentukan kebijakan anggota kelompok sebanyak mungkin lawan demokrasi 
adalah otokrasi, yang merupakan cara membentuk kebijakan berupa hanya pemimpin 
yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kebijakan. Sedangkan anggota kelompok 
sama sekali tidak diberi kesempatan, baik langsung maupun tidak. Otokrasi dapat 
dilakukan dengan cara diktator dan totaliter. Diktator adalah cara melaksanakan 
kebijakan dengan lebih banyak paksaan, sedangkan totaliter adalah pemaksaan 
kebijakan yang meliputi banyak segi kehidupan manusia.14 
                                                 
13Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi (Ed. I, Cet. I Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), h. 38 
14Muhadam  Labolo, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, 
Konsep dan Isu Strategis, (Ed. I, Cet, I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.35 
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Sistem pelaksanaan demokrasi modern yang menjembatangi masyarakat 
plural ke pemerintah maka diperlukan institusi politik. Institusi politik atau partai 
politiklah yang kemudian menjembatangi itu.15 Dalam demokrasi, partai berada dan 
berpropesi dalam suatu system kepartaian tertentu. Setiap partai merupakan bagian 
dari system kepartaian yang diterapkan di suatu Negara. Dalam suatu system tertentu, 
partai berinteraksi dengan sekurang-kurangnya satu partai lain atau lebih sesuai 
dengan konstruksi relasi regulasi yang diberlakukan. System kepartaian memberikan 
gambaran tentang struktur persaingan di antara sesame partai politik dalam upaya 
meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian yang melembaga 
cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.16 
 Sistem multipartai ini dianut banyak Negara seperti Indonesia. Dalam 
sejarahnya pada tahun 1946 telah keluar Maklumat No. X Tahun 1946 
memperkenankan setiap kelomopok masyarakat membentuk partai sebagai kendaraan 
politik guna mengisi jabatan dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) sampai 
pemilu 1955. Dalam pemilu 1955 ini sudah tercatat 28 partai politik sebagai peserta 
pemilu ditambah jalur independen atau perseorangan. Bahkan sejak digulirkannya 
Reformasi politik oleh presiden B.J, Habibie, Indonesia telah memiliki kurang lebih 
150 partai politik yang tercatat di departemen kehakiman RI, tetapi yang memenuhi 
syarat untuk ikut pemilu 1999 hanya 48 partai, pemilu 2004 hanya 24 partai politik, 
dan pemilu 2009 ada 44 partai politik.17  
                                                 
15Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi Politik,  h. 115-116 
16Sabastian Salang, Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, 
Kiprah, dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Forum Politisi, 2007), h.3 
17
 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, h.188 
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 Dalam konteks Indonesia sendiri mempunyai sejarah panjang dengan berbagai 
jenis sistem multipartai. Sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot 
kompetitif yang berbeda beda. Mulai 1989 Indonesia berupaya untuk mendirikan 
suatu sistem multi partai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa 
lalu dan menghindari unsur negatifnya. Sistem kepartaian multi partai dianggap 
cocok untuk masyarakat Indonesia, hal ini mengingat keanekaragaman budaya politik 
masyarakat Indonesia. Perbedaan tajam yang ada dalam masyarakat yaitu meliputi 
ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih 
cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam suatu wadah 
yang sempit saja. Hal ini dijadikan senjata bahwasanya pola sistem multi partai lebih 
sesuai dengan pluritas budaya politik daripada sistem politik tunggal maupun sistem 
politik dwi partai.18 Dan kenyataannya, Indonesia telah menjalankan system multi 
partai sejak Indonesia mencapai Kemerdekaan. 
C.   Mahar Politik Sebagai Syarat Pemilukada 
Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta 
merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.19 Secara operasional 
pemilihan umum diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang 
memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (representative 
goverment). Pemilihan umum juga disebut dengan arena political market yang berarti 
                                                 
18
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 
419-420 
19Muhadam  Labolo, Partai  Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep 
dan Isu Strategis, h.50 
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bahwa pemilu menjadi tempat dan individu atau masyarakat untuk berinteraksi dan 
melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.20  
Fungsi dan tujuan dari Pemilihan umum menurut Rose Mosawwir adalah: 
1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; 
2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; 
3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; 
4. Sarana rekruitmen politik; dan 
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.21 
Mahar politik dalam proses pemilukada dalam Undang-Undang No.10 Tahun 
2016 diatur bahwa sumber pendanaan dari calon kepala daerah itu ada 3. Pertama, 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Kedua, Pasangan Calon itu sendiri. Dan 
ketiga, Perorangan dan badan usaha swasta.  Dan untuk masalah pemenangan, 
persoalan mahar memang tidak bisa dihindari karna banyaknya biaya yang 
dikeluarkan untuk melangsungkan kegiatan yang akan dilakukan.22 
Berkaitan dengan pemilihan umum maka partai politik berhak untuk ikut serta 
dalam pemilihan umum dan mengusulkan calon kepala daerah. Dalam hal ini telah 
diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12 ayat 4 
dan 8 yang berbunyi : pasal 12 (4) bahwa partai politik berhak ikut serta dalam 
pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala Daerah dan 
                                                 
20Muhadam labolo, Partai  Politik  dan Sistem  Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep 
dan Isu Strategis, h.51 
21Rose dan Mosawwir, Voting and Elections; A  fuctional Analysis, Konsep-konsep Politik, 
(Bahan kuliah, rowland pasaribu.files.wordpres.com.bab-09-konsep-konsep-politik.pdf, h. 289) 
22Yanri Susanto, Ketua DPP PAN, ILC Mahar Politik La Nyalla VS Prabowo 17 Januari 2018 
pukul 22.00 WITA 
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wakil Kepala Daerah. Dan ayat (8) bahwa partai politik berhak mengusulkan 
pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, 
calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota.23 
 Partai politik dapat menjadi peserta pemilu, dengan terlebih dahulu 
mengajukan surat permohonan menjadi Peserta Pemilu kepada KPU. Surat 
permohonan dimaksud ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain Pengurus 
Pusat Partai Politik. Yang dimaksud pengurus pusat dalam hal ini adalah Ketua 
Dewan Pimpinan pusat partai politik atau nama lainnya. Surat permohonan dimaksud, 
dilengkapi dengan dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus. Dokumen 
persyaratan umum dimaksud terdiri: 
1. Berita  Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa Partai 
Politik tersebut menjadi badan hukum. 
2. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pembentukan pengurus 
tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota. 
3. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat 
tetap pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota. 
4. Surat keterangan dari pengurus partai politik, tentang pernyataan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
5. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang dan tanda gambar partai 
politik dari Departemen Hukum dan HAM. 
6. Surat keterangan mengenai perolehan kursi Partai Politik di DPR, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan KPU.24 
                                                 
23Hafid Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, h. 174 
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Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah dipilih dalam 
satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam 
pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai  
politik.25 Pilkada masuk dalam rezim pemilu setelah dilaksanakannya Undang-
Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum sehingga 
sampai saat ini pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dikenal dengan 
istilah pemilukada.26 
D. Islam dan Mahar Politik 
Islam dan politik rnemiliki hubungan yang erat dalam bentuk relasi secara 
fungsional. Dalam bentuk hubungan yang demikian, Islam berfungsi sebagai salah 
satu aspek yang penting dalam kehidupan sosial umat manusia. Sebagai doktrin, 
Islam memperkenalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan politik. Konsep 
pemimpin.27 Misalnya, dapat dipahami bahwa dalam suatu masyarakat dapat 
diperlukan suatu pernerintalian. Begitu juga dengan kata musyawarah, yang awalnya 
berbentuk konsep musyawarah merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan 
yang demokratis. Sedangkan ungkapan baldahta taryibah warabbulgafur merupakan 
ciri negara yang ideal dalam pandangan Islam. Dari sunnah Rasulullah dikenal 
konsep-konsep imamah (pemimpin), umara' (bentuk jama' dari ami’r, seorang 
                                                                                                                                           
24Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Ed, I Cet, I, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009), h. 165-166 
25Muhadam  Labolo, Partai  Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep 
dan Isu Strategis, h. 174 
26Muhadam  Labolo, Partai  Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep 
dan Isu Strategis, h. 175 
27Qs.an Nisa/4:59. 
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penguasa) dan rain (pemimpin). Interpretasi politis dan implementasi dari doktrin-
doktrin semacam ini menyebabkan Islam dipahami sebagai suatu simbol politik dan 
ideologi politik.28 
Dalam Islam Mahar politik dikenal dengan nama Rishwah. Riswah ini adalah 
sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi 
hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu. Dan tentunya hal ini 
sangat dilarang dalam islam. Dengan demikian Rasulullah SAW dalam hadits riwayat 
sahabat Tsaubah beliau berkata “Rasulullah SAW telah melaknat Tukang suap, 
Penerima suap, dan yang menjadi perantara dari kedua belah pihak”. Adapun Ayat 
yang menggambarkan bahwa model pilkada yang ada menjadi problem bagi bangsa 
Indonesia. Bahwa pemimpin harus memiliki uang yang banyak. Padahal dalam QS. 
Al-Baqarah /2:247 Allah SWT berfirman : 
 اًكِلَم َتوُلَاط ْمُكَل َثَع َب ْدَق َوَّللا َّنِإ ْمُهُّ يَِبن ُْمَلَ َلَاقَو اَن ْ يَلَع ُكْلُمْلا ُوَل ُنوُكَي َّنََّأ اوُلَاق
 ُهَدَازَو ْمُكْيَلَع ُهاََفطْصا َوَّللا َّنِإ َلَاق ِلاَمْلا َنِم ًةَعَس َتْؤ ُي َْلَو ُوْنِم ِكْلُمْلِاب ُّقَحَأ ُنَْنََو
 ُوَّللاَو ُءاَشَي ْنَم ُوَكْلُم تِْؤ ُي ُوَّللاَو ِمْسِْلْاَو ِمْلِعْلا فِ ًَةطْسَب ٌميِلَع ٌعِساَو             
Terjemahnnya:  
Nabi mereka mengatakan kepada mereka. “Sesungguhnya Allah telah 
mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab: “Bagaiman Thalut 
memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 
daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak ?” Nabi 
(mereka) berkata: “sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan 
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah 
memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 
Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.29 
 
                                                 
28Shaleh Putuhena, Histograll Hap Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: PT. Lkis, 2007), h. 257 
29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011), 
h. 48. 
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Dalam hal ini Mahar Politik atau politik uang menjadi haram sebagaimana 
dijelaskan pada ayat di atas, sekaligus memperingati orang-orang muslim yang telah 
melakukan perbuatan suap menyuap dalam hal ini Mahar partai politik. Karena 
memang melanggar hukum, norma agama, dan Undang-Undang dasar 1945. Tidak 
hanya itu, dalam sistem hukum Nasional Indonesia mahar politik merupakan 
pelanggaran dalam Undang-Undang Pilkada. Sebagaimana yang diatur secara tegas 
dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota. 
Jika politik dipandang sebagai kekuasaan maka kehidupan politik dapat 
diklasifikasikan dalam tiga hal pokok, yaitu pertama sebagai sumber kakuasaan, 
kedua sabagai distribusi kekuasaan, dan ketiga sebagai pelaksanaan kekuasaan. 
Dalam Islam, sumber kakuasaan diyakini berasal dari Allah swt. Kekuasaan itu 
kemudian diberikan kepada manusia secara umum sebagai wakil Allah swt dan 
kepada seseorang yang dikehendakinya. Jika Allah memiliki kekuasaan absolut maka 
manusia (masyarakat) dan perorangan (individu) adalah pemegang kekuasaan yang 
terbatas, termasuk kekuasaan politik yang diperolehnya melalui sunnatullah 
(pemberian Allah).30 
Islam mengakui tiga macam sumber kekuasaan, yaitu Allah swt masyarakat, 
dan perorangan (individu). Sedangkan mcngenai distribusi kekuasaan dan 
pelaksanaan kekuasaan, hal itu merupakan rekayasa manusia. Berkenaan dengan itu 
Islam mempunyai beberapa konsep etika yang perlu diperhatikan seperti, keadilan, 
kajujuran, dan keterbukaan. Jadi selain berfungsi sebagai ideologi politik. Islam juga 
berfungsi sebagai etika politik.31  
                                                 
30Hasan Sho'ub, Islam dan Revolusi Pemikiran (Cet, I; Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 153. 
31Hasan Sho'ub, Islam dan Revolusi Pemikiran. h. 158.  
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Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami 
sebagai sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh, Islam 
tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari 
masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekedar sebagai sarana 
menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.32 Politik yang 
sekedar dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan, hanya 
akan mengaburkan tujuanya secara luas dan menutup konstribusi Islam terhadap 
politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi 
kultural dan politik, pemahaman terhadap term politik secara luas akan memperjelas 
korelasinya dengan Islam.33 
Dalam konteks Indonesia, korelasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam 
penerimaan pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini bukan berarti manghapus cita- 
cita Islam dan melenyapkan unsur Islam dalam peraturan politik di tanah air. Sejauh 
mana nilai Islam marnpu memberikan inspirasi dalam Percaturan politik, bergantung 
pada sejauh mana kalangan muslimin mampu tampil dangan gaya baru yang dapat 
mangembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan dan 
menganalisis transformasi sosial yang ada.34 
Dalam ajaran Islam, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan merupakan 
keharusan bagi suatu pemerintah yang tak perlu berlabal Islam yang didukung oleh 
masyarakat. Rasullah sendiri sebenarya memberikan isyarat, bahwa kekuasaan 
memang bukan tujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri mencanangkan 
                                                 
32Saleh  Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Cet. IV; Yogyakarta: PT. LK iS, 2004), h. 201. 
33Saleh  Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, h. 202. 
34Saleh  Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, It. 202. 
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usaha perbaikan budaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan 
menghimpun kaum muslimin terutama ulama dan para elit politiknya untuk menjadi 
moralis politik.35 
Peran ini sangat bergantung pada ketulusan pandangan para elit Islam sendiri, 
kedalaman memahami Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala orang diluar 
kekuasaan politik Islam untuk melihat potensi dan kekuasaan moral Islam, dalam 
mengarahkan proses kehidupan bangsa guna mencapai keadilan dan kesejahteraan 
yang dicita-citakan. Memang upaya ini tidak begitu mudah, karna masih cukup 
banyak kendala di kalangan kaum muslim sendiri.36  
Dari konteks politik, Islam juga nampaknya tidak bisa mengelak dari 
perubahan-perubahan itu. Munculnya Islam sebagai suatu ideologi misalnya, 
sesungguhnya tidak terlepas dari tuntunan politis dan sosio kultural dalam kondisi 
kesejarahan tertentu. Perjalanan sejarah Islam menunjukan bahwa tantangan yang 
berbeda telah menghasilkan respon yang berbeda pula, dari sini bisa diasumsikan 
bahwa suatu ekspresi politis dari umat Islam tidak akan tetap sama jika mereka 
dihadapkan pada kondisi sosial politik yang berbeda.37  
Selanjuatnya dengan melihat sepintas negara-negara yang saat ini dikenal 
sebagai negara Islam, dapat dikemukakan bahwa adanya variasi dalam konsep Islam 
sebagai dasar Negara. Saudi Arabia misalnya adalah sebuah kerajaan Islam yang 
diperintah dengan sistem monarkhi yang turun temurun. Libya diproklamirkan oleh 
                                                 
35Muhammad  Syahrur, Tirani  Islam: Geneologi Masyarakal dan Negara, h. 193. 
36Muhammad  Syahru, Tirani Islam: Geneologi Masyarakat dan Negara, h 193. 
37Bambang  Pranowo, Dinamika  Politik  Islam di Indonesia, Jurnal Ulumul Qur'an, Vol III, 
No. 1, 1992, h. 6. 
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Kolonel Khadafi sebagai sebuah negara sosialis Islam. Iran dinyatakan sebagai 
Republik Islam yang mencoba menerapkan sistem demokrasi parlementer ala Barat.38 
Beberapa contoh variasi di atas sebagian dapat dihubungkan dengan 
kenyataan tidak pernah adanya konsensus di antara para ulama dalam interpretasi 
mereka atas ajaran maupun sejarah Islam yang digunakan sebagai dasar dalam 
membangun suatu sistem Islam. Sekalipun begitu, Al-Qur‟an memberikan petunjuk 
berupa prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tentang sistem pemerintahan. Dalam 
soal ketatanegaraan dan pemerintahan, ada sejumlah ayat yang bisa dianggap sebagai 
prinsip-prinsip tersebut, antara lain: prinsip musyawarah (syura), keadilan, 
prikemanusiaan, persamaan, kebebasan beragama, dan persatuan.39 
Mahar Politik atau dengan Istilah politik uang yang dalam bahasa inggris 
disebut Money Politics mungkin istilah yang sudah sangat sering didengar. Meskipun 
kata politik dan uang merupakan dua hal berbeda namun secara realitas tidak dapat 
dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang, dan dengan uang orang dapat 
berpolitik. Ini dikarenakan uang merupakan mendium atau alat yang sangat signifikan 
untuk menguasai energi dan sumber daya, maka sejak awal uang memiliki 
karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (Convertible) 
tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya.40 Relasi antara uang dan politik akan 
terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Bahkan, sampai 
kiamat pun suatu negara tidak akan maju jika politik uang masih tumbuh subur.41 
                                                 
38Bambang  Pranowo, Dinamika Politik Islam di Indonesia, Jurnal Ulumul Qur'an, Vol III, 
No. 1, 1992, h. 6. 
39Mudhorif Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer, h. 131. 
40Hugh Dalziel Duncan, Sosiologi Uang, (Yogyakatra: Narasi, 2003), h.36 
41James Kerr Pollock, Money and  Politics: 1976, h. 21 
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Namun sering kali yang didapatkan dari pelaksanaan demokrasi ini adalah 
dipertontonkannya kepada kita perilaku-perilaku kecurangan politik, ketidakjujuran 
politik, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat 
dengan memberikan sejumlah uang atau barang.42 Begitupun dengan sumbangsi 
bakal calon yang akan mendaftar menjadi calon legislatif pada pemilihan umum. 
Pada perbuatan pidana politik yang lebih menekankan pada sifat fisik penjahat 
dan garis keturunan, maka tampak bahwa kriteria tersebut kurang representatif untuk 
diterapkan pada pelaku politik uang (Mahar Politik). Hal ini berdasarkan alasan 
bahwa dari beberapa kasus politik uang yang terjadi para pelakunya adalah lebih 
merupakan orang-orang yang karena kesempatannya dan posisi jabatannya adalah 
orang-orang terpelajar dan terhormat mendapatkan akses yang cukup luas dan 
memiliki kesempatan untuk melakukan politik uang tersebut atau bila terjadi pada 
sebuah proses pemilu, maka pelakunya adalah orang-orang yang memiliki akses dan 
kesempatan dalam sebuah sistem pemilu.43 
 
 
 
                                                 
42L.Sumartini, Money Politics dalam  Pemilu, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), h. 2 
43Harun al-Rasyid, Fikih Korupsi, h. 44. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan 
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, 
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukium tertentu, 
dengan jalan menganalisisnya.1 Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara 
teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.2 Dalam melakukan 
penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa 
metode sebagai berikut : 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif kualitatif adalah sebagai suatu 
gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, 
dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif 
penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 
terjadi sekarang.3 Untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat 
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.4 Namun dalam 
penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian 
empiris adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi 
hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hokum, yang bertujuan untuk 
                                                 
1Hudzaifah Dimyati dan  Kelik Wardiono, Metode  Penelitian  Hukum (Surakarta: t.p, 2004), 
h.1-2 
2Noeng  Muhacljir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998),h.3.  
3Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah (Jakarta: 
Kencana, 2011), h.34.  
4Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.75.  
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menelaah perilaku hukum warga masyarakat.5 Penelitian hukum empiris awalnya 
yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.6  
Lokasi Penelitian akan dilakukan di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena 
memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik dan Kota 
Makassar yang kita kenal sebagai daerah sentral politik di Sulawesi Selatan. 
B. Sumber Data 
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang digunakan akan 
dijelaskan sebagai berikut :  
1. Data Primer  
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
lapangan yang  dilakukan di Kota Makassar. Sebagian data tersebut menggunakan 
istilah informan dalam pengumpulan data tersebut melalui interview atau wawancara. 
Pada informan penelitian, untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai 
Mahar partai politik dalam pengusungan kandidat pemilukada yang didukung oleh 
data-data kuantitatif.  
Adapun sumber data diantaranya, partai politik seperti: Partai Golkar, Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), PAN, NasDem dan Gerindra. Masing-masing partai 
ada 2 orang informan yaitu ketua dan sekretaris partai. Kemudian ormas islam 
meliputi : Muhammadiyah, Nandatul Ulama. Masing-masing 2 orang informan yaitu 
ketua dan sekretaris. Jadi, jumlah keseluruhan informan adalah 14 Orang. Di pilihnya 
sebagai sumber data dari partai politik, ormas islam karena peneliti mengangap 
                                                 
5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), h.51..  
6Soerjono Soekanto, Pengantar •Penelitian Hukum, h. 51. 
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bahwa organisasi tersebut eksis dan dapat mewakili secara keseluruhan masyarakat 
Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel informan dibawah ini : 
Tentang informan :  
 
NO NAMA ORGANISASI JUMLAH INFORMAN KET 
1  PARTAI POLITIK   
 Golkar  
Ppp 
Pan 
Nasdem 
Gerindra 
2 Orang 
2 Orang 
2 Orang 
2 Orang 
2 Orang 
 
2 ORMAS ISLAM   
 Muhammadiyah 
Nahdatul Ulama 
2 Orang 
2 Orang 
 
 JUMLAH  14 ORANG  
 
2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui Library research 
dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi 
lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua 
kutipan sebagai berikut : 
a. Kutipan Langsung  
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.  
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b. Kutipan Tidak Langsung  
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke 
dalam susunan redaksi yang barn, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, 
mengutip pendapat orang lain dengan cara meringicasnya tetapi inti dari pendapat 
tersebut tetap sama.  
C. Pendekatan Penelitian  
1. Pendekatan Penomenolog 
Pendekatan penomenologi yaitu tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada 
filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia. Selain itu 
pendekatan ini yaitu pendekatan secara membumi dengan melihat kultur masyarakat 
serta respon masyarakat terkait fenomena dan konstruk sosial masyarakat yang ada. 
Serta pendekatan secara filosofis mendalam terhadap masyarakat dengan artian lain, 
pendekatan ini adalah pendekatan terhadap fenomena yang dirasakan langsung oleh 
masyarakat. 
2. Pendekatan Syar'i  
Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah 
terkhusus fiqh Islam dan syiyasah syari'iah yang terkait dengan mahar partai politik 
yang ada di Indonesia terkhusus Sulawesi Selatan. 
D.  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya 
adalah sebagai berikut :  
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1. Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan 
menggunakan alat yang dinairnakan Interview Guide (Panduan Wawancara).7 
2. Dokurnentasi  
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, 
cendera mats, laporan, artefak, dan foto.8 
3. Observasi  
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti bail secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.9 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
analisis dengan tahapan, antara lain Seleksi data, Pemeriksaan data, Klasifikasi data 
dan Penyusunan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan permasalahan yang 
akan dibahas. 
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya serta kejelasan. 
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 
memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
                                                 
7Moh Nazi•, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. I 93. 
8Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, h.140. 
9Juliansyah Noor,Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, h. 141. 
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4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai 
basil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 
diajukan.  
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif maksudnya 
adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau 
keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih 
jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu 
kesimpulan.  
F. Pengujian Keabsahan Data 
Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian 
keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang 
salah, demikian  pula sebaliknya, data yang  sah akan menghasilkan  kesimpulan hasil  
penelitian yang benar.10 Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan 
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan 
diskusi dengan teman sejawat. 
G. Instrumen Penelitian  
Instrumen Penelitian adalah slat pengumpulan data yang disesuaikan dengan 
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.11 
Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:  
1. Peneliti sebagai instrumen utama 
2. Pedoman Wawancara 
                                                 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabet, 2009), 
h.270. 
11Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman  Penulisan 1(c:rya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan  Laporan  Penelitian (Makassar: Alauddin Press,  2015, h.17. 
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3. Handphone untuk dokumentasi dan recording 
4. Alat tulis 
5. Buku Catatan 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
MAHAR PARTAI POLITIK DALAM PENGUSUNGAN KANDIDAT 
PEMILUKADA DI KOTA MAKASSAR (TELAAH ATAS 
KETATANEGARAAN ISLAM) 
A. Setting Lokasi Penelitian 
 Kota Makassar terletak antara 11924‟17‟38” Bujur Timur dan 58‟6‟19” 
Lintang Selatan yang berbataskan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah 
Timur dengan Kabupaten Maros, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gowa dan 
sebelah Barat adalah selat Makassar. Luas wilayah Kota Makassar tercatat seluas 
175,77 km persegi yang meliputi 15 Kecamatan diantaranya yaitu : Kecamatan 
Rappocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, 
Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujungtanah, Kecamaan 
Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamaan Panakukang, Kecamatan 
Manggala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate 
(mamarita), Kecamatan Kepulauan Singkarang, dan memiliki 153 Kelurahan.1 Kota 
Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam basis dinamika 
perputaran modal dalam pasar ekonomi dan mainstream politik Kota Makassar 
merupakan sentral kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Sehingga diklaim oleh 
beberapa pemangku kekuasaan birokrasi pemerintahan sebagai pintu gerbang 
Kawasan Timur Indonesia.2 
                                                 
1Muhammad Ferdi Asdana, Wawancara Sekertaris Biro Politik  DPW Partai  Nasdem  Kota 
Makassar,28 November 2018. 
2Muhammad Ferdi Asdana, Wawancara Sekertaris Biro Politik  DPW Partai  Nasdem  Kota 
Makassar,28 November 2018. 
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 Dari hasil wawancara menurut sekertaris biro politik partai Nasdem kota 
Makassar, mengatakan bahwa populasi penduduk Kota Makassar mayoritas 
berpendidikan SLTP, SLTA, dan untuk pendidikan seperti tingkat Diploma dan 
Sarjana tidak dalam skala mayoritas. Meskipun banyak yang melanjutkan studi 
pendidikan tinggi, kepercayaan religious sebahagian besar menganut agama islam 
seperti Muhammadiyah, NU, Jamaa‟ah Tabliq, Ahmadiyah, Hizbut Tahrir, Khatolik 
dan Kristen Protesta. Selain itu suku terbesar di Kota Makassar adalah suku Bugis 
dan Makassar, terdapat juga etnis lokal Toraja, Mandar, Luwu, Jeneponto, serta etnis 
lain.3 
B. Persepsi Partai Politik di Kota Makassar Terhadap Mahar Partai Politik 
Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 
kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan 
sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang 
berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka 
sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga 
Negara. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga 
diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh parpol di berbagai provinsi 
dan kabupaten/kota di Indonesia. Sudah saatnya pendidikan politik bagi masyarakat 
dalam segala kalangan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik 
ataupun menjadi program-program di atas kertas tanpa realisasi bagi partai politik.4 
                                                 
3Muhammad Ferdi Asdana, Wawancara Sekertaris Biro Politik  DPW Partai  Nasdem  Kota 
Makassar,28 November 2018. 
4Syawaluddin Arief, Wakil Ketua DPC  Gerindra di Kota Makassar, 28 November 2018. 
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Dalam UU partai politik tidak pernah dibahas persoalan mahar politik, partai 
politik ini hanya suatu organisasi nirlaba yang tidak menghasilkan uang, hanya 
sebagai organisasi untuk mengontrol anggotanya dalam rangka untuk memperjuankan 
hak-hak rakyat dan tidak mengelola keuangan. Sehingga di dalam proses pemenangan 
ada partisipasi dari kandidat, ada biaya oprasional dan tidak bisa dikategorikan 
sebagai mahar politik, Itu hanya ongkos dan biaya pemenangan.5 Pada prinsip 
dasarnya yang merusak proses demokrasi adalah tidak jalannya proses rekrutmen 
anggota partai yang baik, akhirnya dibeberapa momentum proses pemberian mahar 
politik disetiap momentum itu dipraktekkan karena instannya proses rekrutmen 
anggota partai akhirnya, memunculkan kader-kader militant yang paham dengan 
ideologi partai itu disepelehkan karena modal kapital yang dimiliki kurang, padahal 
menyongsong disetiap suksesi itu, tak bisa kita pungkiri bahwa partai politik pasti 
akan membutuhkan modal kapital yang terbilang tidak sedikit banyaknya, mulai dari 
saksi, pembuatan tim dan kebutuhan lainnya. 
Kemudian pada Pasal 228 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang 
pasangan bakal capres-cawapres untuk memberikan uang atau imbalan kepada partai 
politik untuk dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi apabila ia 
memberikan sumbangan lebih dari 2 setengah miliar atau penyelenggara Negara 
boleh memberi uang itu bisa di pidana, dan bawaslu bisa memberikan pidana.6 
Seperti halnya dengan Mahar 500 Miliyar yang diberikan oleh salah satu pasangan 
calon presiden Sandiaga Salahuddin Uno yang diberikan kepada Partai Amanat 
Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu akhirnya tidak terbukti. 
                                                 
5Syawaluddin Arief, Wakil Ketua DPC Gerindra di Kota Makassar, 28 November 2018. 
6Efendi Gazali, Mahar Politik ILC, 17 Januari 2018. 
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Apabila terbukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
penetapan sebagai pasangan calon dibatalkan. Partai politik bahkan terancam tidak 
bisa mengikuti pilkada periode selanjutnya. Progresifnya, ketentuan tersebut tidak 
melihat apakah pemberi imbalan jadi dicalonkan atau tidak oleh partai politik. 
Dalam pandangan sekertaris biro politik partai NasDem mengatakan bahwa 
partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan yang 
mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan 
mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu yang demokratis. 
Dalam hal ini partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon 
bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau 
mempengaruhi tindakan pemerintah. Terkait dengan persoalan biaya politik atau 
biaya kampanye khususnya partai NasDem dari kepemimpinan Rusdi Masse tidak 
pernah meminta sepersenpun unuk pembiayaan politik. Karena partai politik ini tidak 
memberikan kebijakan Mahar politik kepada pasangan calon untuk melakoni dan  
menanamkan politik tanpa mahar baik dari segi finansial.7 Demi pemantapan 
eksistensi Negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia.8 
Paham Negara Demokrasi modern, sekertaris partai PPP kota Makassar 
berpendapat bahwa partai politik, pemilihan umum dan badan perwakilan rakyat 
merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. 
Setiap partai politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat 
                                                 
7Muhammad Ferdi Asdana, Wawancara Sekertaris Biro Politik  DPW Partai  Nasdem  Kota 
Makassar, 28 November 2018. 
8Yugha, Profil Partai Politik Peserta Pemilu, Jakarta, 2014. h.34 
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yang besar pada saat pemilihan umum. Pada saat itu dijadikan manifestasi prinsip 
kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam 
menentukan calon wakil rakyat. Dan mengenai persoalan mahar yang diberikan oleh 
kandidat pemilukada untuk mendapatkan rekomendasi sangatlah tidak benar, karena 
semua partai tidak melakoni hal tersebut. Kecuali pembiayaan kampanye dari segi 
finansial disiapkan oleh kandidat.9 Melihat dari kejadian yang dialami oleh beberapa 
segelintir elite parpol, penulis beranggapan bahwa logis saja apabila ada parpol yang 
menawarkan atau meminta uang perahu, yaitu mahar politik, karna partai politik 
membutuhkan dana meskipun mahar politik tersebut penulis tidak mengetahui akan 
masuk kemana.  
Secara logika partai politik itu adalah sebuah kendaraan yang digunakan 
untuk sampai kepada suatu tujuan yaitu kekuasaan, secara analogi apabila seseorang 
yang ingin  pergi menggunakan kendaraan milik orang lain yang dalam konteks ini 
disebut perahu tentunya harus memberikan ongkos kepada pemilik perahu tersebut. 
Apalagi ini dalam sebuah sistem politik transaksional dimana selalu ada transaksi, 
yang kalau dalam bahasa ekonomi itu yang namanya transaksi ada yang menjual akan 
ada yang membeli. 
Partai Politik merupakan organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-
orang yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara 
menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme 
pemilihan umum.10 Dalam paham Negara Demokrasi modern, Juru bicara Partai 
                                                 
9Malafiang,Wakil Sekertaris DPC  Partai Persatuan Pembangungan (PPP) Kota Makassar,3 
Desember 2018. 
10Muhadam Labolo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum; Teori, Konsep dan Isu 
Strategis, h. 15. 
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Gerindra kota Makassar sekaligus Wakil ketua DPC partai Gerindra berpendapat 
bahwa Partai Politik, Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan 
tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap partai 
politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat 
Pemilihan Umum agar Partai Politik di dominasi oleh Partai Politik yang 
bersangkutan.11 Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna 
menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 hal ini dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, 
DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu 
mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan 
aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
Wakil ketua DPC Gerindra sekaligus juru bicara dari partai gerindra daerah 
Makassar juga mengatakan pernah mendengar persoalan mahar politik. Tapi 
menurutnya itu hanya sebuah istilah saja yang tidak diketahui siapa yang kemudian 
yang menciptakan istilah itu, ia sebagai kader atau elite partai dalam hal sebagai 
sarana sosialisasi politik dan rekruitmen politik, sebagai salah satu unsur infrastruktur 
politik dalam sestem perpolitikan. Salah satu esensi sosialisasi politik yang harus 
dijalankan oleh partai politik untuk memperoleh citra yang bagus dari publik, ialah 
mewariskan ideologi, nilai-nilai, dan gagasan viral, serta memupuk identitas nasional 
dan memperkuat integritas nasional terutama di Negara yang baru merdeka atau 
Negara yang sedang membangun.12   
                                                 
11Syawaluddin Arief, Wakil Ketua DPC  Gerindra di Kota Makassar, 28 November 2018. 
12Syawaluddin Arief, Wakil Ketua DPC Gerindra di Kota Makassar, 28 November 2018. 
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Olehnya itu partai politik merupakan institusi yang terorganisasi secara rapi 
dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideology tertentu serta mencoba 
mendapatkan pengaruh dalam sebuah Negara, kerap dengan mencoba menguasai 
posisi dalam pemerintahan, dan biasanya mengandung lebih dari satu kepentingan 
tunggal dari masyarakat pada tingkat tertentu berusaha mengumpulkan kepentingan. 
Dalam hal kenegaraan partai politik merupakan instrument Negara, Tata Negara 
merupakan suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang 
menyangkut sifat, bentuk, tugas Negara dan pemerintahan. Pendapat lain mengatakan 
bahwa tata Negara adalah susunan serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok 
keluarga, organisasi ke-wilayahan dan kedaerahan yang memiliki kekuasaan, 
kewenangan yang abash serta kepemimpinan pemerintahan yang berdaulat, guna 
mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelangsungan hidup orang 
banyak (bangsa) dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama.13 
Pemilihan Kepala Daerah 2018 serentak baru saja usai. Banyak daerah sudah 
memiliki gubernur,bupati, hingga wali kota baru. Hiruk pikuk politik ini akan 
berlanjut pada 2019 ketika negeri ini akan menjalankan pemilu legislatif dan pemilu 
presiden. Proses demokrasi di negeri bukan tidak berbayar. Ongkos harus dikeluarkan 
baik dengan jalur formal ataupun dari bawah tangan. Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada 
kabupaten berkisar Rp 5 miliar-Rp 28 miliar,sementara pilkada provinsi mencapai 
kisaran Rp 60 miliar-Rp 78 miliar. Besar nilai tersebut tidak sebanding dengan 
pendapatan resmi yang akan diterima ketika menjabat selama lima tahun.14 
                                                 
13Ibnu Kencana, Hukum Tata Negara, (Cet, I; Jakarta: Dunia Pustaka Raya, 1991), h.11 
14Malafiang,Wakil Sekertaris DPC  Partai Persatuan Pembangungan (PPP) Kota Makassar, 
3 Desember 2018. 
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C. Mahar Partai Politik dalam Ketatanegaraan Islam 
Partai berasal dari bahasa latin yaitu „pars‟ yang berarti „bagian‟. Dengan 
artian tersebut dapat dipahami karena merupakan suatu bagian maka konsekuensinya 
pasti ada bagian-bagian lain. Untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya 
tidak mungkin di dalam suatu Negara jika hanya satu partai. Menurut jimly Assidiqie 
menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa inggris yaitu „part‟ berarti bagian 
atau golongan sebagai pengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu 
seperti tujuan, ideology, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokkan itu bentuknya 
organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti 
organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan. Dalam perkembangannya kata 
partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organsasi masyarakat 
yang bergerak dibidang politik.15 
Salah satu anggota Nahdatul Ulama wilayah Makassar mengatakan para 
ulama fikhi mencoba menjawab ketentuan hukum meminta imbalan kepada seseorang 
yang akan diusung sebagai kepala daerah, kepala pemerintahan, anggota legislatif, 
hingga jabatan publik lainnya. Ia berpandangan transaksi antara kontestan pemilu 
dengan partai politik sudah terlalu sering sehingga dianggap permisif. Hal tersebut 
dinilai sebagai bentuk kebiasaan berpolitik.16 Kata “mahar” yang asalnya adalah 
pemberian seorang calon suami kepada mempelai wanita, diberikan sebelum akad 
nikah sebagai tanda ikatan pernikahan sebagai tanda cinta dan kasih sayang untuk 
berketurunan. Dalam konteks politik, terdapat ketidakpahaman atau kesalahpahaman, 
ketika kata mahar disalahgunakan, maka harus dihentikan. Ini karena maknanya 
                                                 
15Samsul Marlin, Anggota Nahdatul Ulama (NU) Biro Politik  Wilayah Makassar,4 Desember 
2018. 
16Samsul Marlin, Anggota Nahdatul Ulama (NU) Biro Politik  Wilayah Makassar,4 Desember 
2018. 
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digunakan sebagai pemberian sejumlah tertentu sebagai biaya politik dari calon 
kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai 
politik. Padahal bahasa resminya bisa dipahami money politik, sogok, suap yang 
dalam bahasa agama disebut sebagai Risywah.17 
Risywah berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah mengacu pada kata 
rasya-yarsyu-risywatan yang bermakna al-ju’l yang berarti upah, hadiah, pemberian 
atau komisi. Sedangkan penyuapan (risywah) secara istilah adalah tindakan 
memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik lain atau 
mendapatkan atas hak milik pihak lain.18 Sejarah islam telah mencatat bahwa praktek 
pemerintahan Islam yang berkembang pada masa Nabi Muhammad saw. disebut 
sebagai Negara Madinah, pandangan ini tertuju pada sejak beliau menetap di kota 
Yastrib, kota berganti nama menjadi madinat al-Nabi, dan popular dengan sebutan 
madinah. Terbentuknya Negara madinah akibat dari perkembangan penganut islam 
yang menjadi kelompok social dan memliki kekuatan politik riil pada pasca periode 
mekah di bawah pimpinan nabi, periode tersebut pengikut yang jumlahnya relatif 
kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan 
berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga 
tidak mampu tampil menjadi kelompok social penekan terhadap kelompok sosial 
yang meyoritas kota itu berada di bawah pimpinan arsitokrat Quraisy yang 
mesyarakatnya homogen. Setelah di madinah posisi nabi dan umatnya mengalami 
perubahan besar. Di kota itu mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera 
                                                 
17Muslimin Bohari, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Tarjih,4 Desember 2018. 
18Majelis Tarjih dan Tajdi Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, (Yogyakarta : 2018) 
h.117. 
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merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala 
dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan akhirnya merupakan suatu Negara.19 
Pada tahun 621 dan 622 M Nabi berturut-turut memperoleh dukungan moral 
dan dukungan politik dari sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota 
yastrib yang menyatakan diri masuk islam. Disamping mereka menerima masuk 
islam juga mambaiat nabi dalam baiat tahun 621 M, dikenal dengan baiat aqabah 
kedua, mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga 
mereka akan mentaati beliau sebagai pemimpin. Nabi juga dalam kesempatan itu 
berjanji akan berjuang bersama baik untuk berperang maupun untuk perdamaian. 
Fakta itu menunjukkan bahwa antara Nabi dan penduduk yastrib itu telah terjadi fakta 
persekutuan. Karena kedua pihak mencapai kesepakatannya supaya saling menjaga 
dan melindungi keselamatan bersama. Dalam baiat kedua tergambar pula adanya 
penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada Nabi yang mereka akui 
sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik disebut dengan kontak social. Karena 
itu peristiwa kedua baiat itu dianggap sebagai batu-batu pertama bagi bangunan 
Negara islam.20 
Konsepsi pemilihan pemimpin pada masa Abu bakar As-Shiddiq, pasca 
meninggalnya rasulullah dianggap paling demokratis karena di dalamnya terdapat 
musyawarah dan terlibatnya rakyat. Menurut pandangan kader HMI cabang Makassar 
mengatakan bahwa metode pemilihan pemimpin Abu Bakar yakni melalui institusi 
ahlul halli wall aqdi yang anggotanya terdiri dari beberapa sahabat senior dari 
kalangan muhajirin dan anshor serta kelompok yang hadir pada pertemuan sadifah 
                                                 
19Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Segi Aspeknya, (Jilid I, UI-Pres, Jakarta, 1986), h.92.  
20Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2002), h.78-79. 
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bani saidah. Terpilihnya Abu Bakar As-Shiddiq dari para sahabat yang saling 
meridhoi dan mengingat beliau dan mampu menjalankan apa yang telah Rasulullah 
lakukan pada masa ia memimpin.21 
Lanjut Muallim Bahar mengatakan bahwa ahlul halli wall aqdi merupakan 
konsep yang dikembangkan oleh tokoh pemikir islam klasik yakni Al-Mawardi, ia 
menegaskan bahwa lembaga ahlul halli wall aqdi sangat representative untuk 
menyeleksi, mengangkat pemimpin dan merumuskan undang-undang. Mengingat 
dengan persyaratan untuk menjadi bagian dari lembaga ini adalah, pertama harus 
orang-orang yang jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas, kedua 
konsekuen,teratur, dan berdasarkan prosedur yang benar, ketiga bertakwa kepada 
Allah dan kesetiaan tertinggi kepada agama.22 
Selain kriteria yang di tawarkan Al-Mawardi tersebut, sekertaris partai 
persatuan pembangunan (PPP) menambahkan kriteria memilih pemimpin dalam 
islam pada sesi wawancara di kantor DPC partai persatuan pembangunan (PPP) yang 
beralamat di jalan sungai saddang baru, ia mengatakan bahwa ada empat kriteria yang 
harus diperhatikan dalam memlih pemimpin yakni; pertama ashidiq (jujur), 
kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam 
melaksanakan tugasnya. Kedua Fatonah (cerdas), cakap dan handal yang melahirkan 
kemampuan menghadapi dan menangglangi persoalan yang muncul. Ketiga amanah 
(dapat dipercaya), kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga 
sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, dan Keempat tabligh 
(menyampaikan kebenaran) penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas 
                                                 
21Muallim Bahar, Wawancara Kader HMI Cabang Makassar,3 Desember 2018. 
22Muallim Bahar, Wawancara Kader HMI Cabang Makassar, 3 Desember 2018. 
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segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Misalnya harus 
mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program-
programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan.23  
Dalam kitab tarjih Muhammadiyah, Mahar partai politik sering disebut 
risywah pada hukumnya, Ar-Rasyi (penyuap) dan Al-Murtasyi (penerima suap), yang 
dua-duanya sama-sama diharamkan dalam Islam menurut kesepakatan para ulama, 
bahkan perbuatan tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Sebagaimana 
yang telah diisyaratkan beberapa nash Al-Qur‟an dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:  
 ِلاَىَْيأ ٍْ ِي ًاقٌَِرف اُىهُْكَأِتن ِوا َّكُحْنا َىِنإ َاِهب اُىنُْدتَو ِمِطَابْناِب ْىَُكٍُْ َب ْىَُكناَىَْيأ اُىهُْكَأت َلََو ِِ اَُّنا 
ٌىًُ َهَْعت ُْىتَْ َأَو ِىْث ِْلِْاب    
Terjemahnya :  
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui.” (QS Al Baqarah 188).24 
Berdasarkan hadits di atas pemberian hadiah atau risywah itu dianggap 
dilarang dalam agama pada posisi waktu pemberiannya, sebab memberi hadiah dalam 
artian Risywah kerab dianggap sebagai tindakan sogok menyogok karena menunggu 
imbalan dalam bentuk apapun, berbeda dengan sedekah ujar pimpinan daerah 
muhammadiyah bapak Muslimin Bokhari.25 Hadiah merupakan pemberian yang 
diberikan atas keadaan atau peristiwa tertentu, Pemberian ini lebih bersifat 
                                                 
23Malafiang,Wakil Sekertaris DPC  Partai Persatuan Pembangungan (PPP) Kota Makassar, 
3 Desember 2018. 
24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011). 
25Muslimin Bohari, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Tarjih, 4 Desember 2018. 
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keduniawian, Pemberian ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, Pemberian ini 
biasanya dalam bentuk barang, baik barang bergerak seperti alat-alat sekolah, televisi, 
dan lain-lain, maupun barang bergerak, Untuk melaksanakan hadiah, bisa melalui tata 
cara atau prosedur tertentu dan bisa pula tidak, Hadiah hukumnya mubah (boleh).  
Risywah memang kerab sangat dengan peristiwa sogok menyogok sebab pada 
kaitannya pemberian “mahar politik” itu sudah pasti menunggu imbalan atas mahar 
yang diberikan, apakah berupah kendaraan partai untuk bertarung pada momentum 
politik dan lain-lain sebagainya. Konsep keikhlasan pada pemberian mahar politik 
memberikan gambaran yang berbeda dengan konteks sedekah maupun risywah, sebab 
konsep dasarnya adalah keikhlasan yang menunggu ridho Allah tanpa pamrih atas 
tindakan yang pernah diperbuat kepada hambanya.26 Pada prinsipnya islam 
mengajarkan konsep demokrasi dari dulu pasca meninggalnya rasulullah, sebab 
khalifah setelah itu dipilih dengan cara demokratis dalam bentuk kualitas yang 
berbeda dengan demokrasi yang hari ini dianut oleh Negara-negara saat ini. 
Sejarah telah mengajarkan kita santun atas pencapaian jabatan disetiap 
momentum, etika politik sangat diajarkan oleh pendahulu kita semenjak Islam itu 
hadir mengubah peradaban dunia. Ketika perbuatan suap menyuap itu dilakukan 
(Mahar Politik) oleh segelintir elit partai, maka yakin dan percaya ketika ia terpilih 
dan menjabat sebagai kepala Negara, ia akan melakukan yang namanya korupsi untuk 
mengembalikan sejumlah modal yang telah dikeluarkan selama mengikuti kontensasi 
pesta demokrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah Ar-Rum Ayat 41 : 
 
 ُْىهَّهََعن اُىه ًِ َع يِذَّنا َضَْعب ُْىَهقٌُِذٍِن ِِ اَُّنا يِدٌْ َأ َْتبَسَك ا ًَ ِب ِرَْحبْناَو َِّربْنا ًِف ُداََسفْنا ََرَهظ ٌَ ىُعِجَْرٌ  
                                                 
26Muslimin Bohari, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Tarjih, 4 Desember 2018. 
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Terjemahnya : 
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 
manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(QS. Ar-Rum 
30: Ayat 41) 
Mahar politik itu merupakan istilah baru yang dipakai oleh politisi-politisi 
baru di Indonesia yang dipakai untuk mengendarai partai untuk maju pada saat 
pilkada berlangsung, syukur karena sampai hari ini Makassar masih 
mempertontonkan etika politik yang normal dan tidak menitik beratkan pada mahar 
partai disetiap momentum pilkada yang dilalui, walaupun ada, setidaknya 
mencermikan etika yang baik dan tidak senonoh memberi pendidikan politik yang 
salah kepada masyarakat.  
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan 
Kandidat Pemilukada di Kota Makassar 
Pandangan masyarakat memiliki variasi yang berbeda dalam memandang 
partai politik dalam pemilukada dikota Makassar, terkait dengan respon masyarakat 
terhadap Mahar partai politik dikota Makassar, melalui wawancara dan diskusi-
diskusi peneliti mengeksplorasi respon mereka terhadap partai politik dan perannya 
dalam pemilukada. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat 
kec. Manggala dikota Makassar mengatakan bahwa partai politik dikota Makassar 
menjalankan sepenuhnya peranan dalam pemilukada untuk menciptakan iklim 
demokrasi yang baik serta menyeleksi pemimpin yang sesuai kebutuhan masyarakat 
sehingga tidak untuk direkayasa dalam menjalankan politiknya. Peranan itu tentu 
sangat penting diperhatikan dalam rangka mewujudkan pilkada yang damai dan 
bersih dari berbagai politik kotor seperti memberikan sejumlah uang kepada pengurus 
partai politik untuk di berikan rekomendasi, sehingga dapat mengikuti proses pilkada. 
Partai politik yang berfungsi sebagai kawah candradimuka yang digunakan untuk 
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menempa dan menggembleng para kadernya untuk kemudian di proyeksikan sebagai 
pengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan telah mempunyai keterikatan 
emosional dengan ideologi para kadernya sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena 
naturalisasi menunjukkan bahwa partai politik telah mengalami disfungsi dalam 
rekruitmen partai politik dan gagal dalam menanamkan ideologi partai kepada 
kadernya.27 Akibatnya fungsi partai politik telah berubah dari organisasi politik yang 
berperan dalam melakukan rekruitmen politik untuk kemudian mengkaderkan para 
calon politisi yang handal berubah menjadi agen penyedian tiket bagi orang-orang 
berduit untuk dapat menjadi para pejabat politik dalam waktu yang sangat singkat. 
Terkait dengan permasalahan Mahar partai politik yang diberika oleh salah 
satu calon kandidat pemilukada kepada partai politik, itu sudah sangat lumrah kita 
dengar ketika ingin mecalonkan sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, harus ada 
mahar sebagai jaminan untuk mengendarai salah satu partai politik tersebut. Maka 
dapat dipastikan apabila orang tersebut sukses menjadi kepala daerah, maka yakin 
saja pemerintahannya tidak akan bersih dari yang namanya korupsi. Hal ini akan 
terjadi karena seseorang menjadi kepala daerah dengan sebelumnya membayar mahar 
politik, tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan modal awal 
yang dia keluarkan.28 
Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan 
politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan 
kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 
1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep 
                                                 
27Muhammad Ferdi Asdana, Wawancara Sekertaris Biro Politik  DPW Partai  Nasdem  kota 
Makassar, 28 November 2018. 
28Muh Tauhid, Tokoh Masyarakat Kel. Antang Kec.Manggala, 3 Desember 2018. 
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bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini 
dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, 
stabil, efektif dan efisien. Menurut pandangan saya sebagai penulis, pembelajaran 
pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah 
di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi 
muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di 
Indonesia.  
Mahar politik yang diberlakukan oleh beberapa partai politik akan membunuh 
potensi terciptanya kepala daerah yang berkualitas, karena hanya punya uang dan 
mau membayar saja. Akibatnya banyak orang yang memiliki kompetensi dan 
kapasitas, terputuslah semangat mereka untuk menjadi penyambung lidah masyarakat 
di parlemen, karena tidak memiliki uang yang banyak. Begitupun dengan pernyataan 
LaNyalla Mattaliti yang mengucapkan bahwa ia dimintai uang 40 Miliyar oleh ketua 
umum partai gerindra Prabowo Subianto itu tidak sangatlah tidak benar. Dengan 
mundurnya LaNyalla dari pencalonan, karena LaNyalla tidak memiliki elektabilitas 
yang cukup untuk memenangkan partai dan bukan karna dimintai uang Mahar. Tetapi 
hal tersebut akan memberikan dampakk yang buruk dikemudian hari, dimana apabila 
ada bakal calon kepala daerah yang mau membayar mahar politik atau, membayar 
uang perahu kepada partai politik supaya diberi dukungan untuk mecalonkan diri dan 
menang dalam pemilihan tersebut yang terjadi adalah, kepada daerah tersebut tidak 
akan berorientasi kepada rakyat, dan kepentingan umum, tetapi berupaya semaksimal 
mungkin bagai mana caranya supaya uang yang tadinya digunakan untuk membayar 
mahar harus dikembalikan atau harus terganti, meraka tidak hanaya akan samapai 
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disitu, mereka akan berupaya supaya uang yang dikeluarkan dimuka tidak hanya 
terganti, tetapi harus ada uang tambahan sebagai laba nya.29 
Proses demokrasi di negeri ini bukan tidak berbayar, ongkos harus 
dikeluarkan baik dengan jalur formal ataupun dari bawah tangan. Kiprah partai 
politik harus diakui masih jauh dari ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat, 
dalam hal ini umat islam sebagai konstituennya. Jika dikaitkan dengan pandangan 
masyarakat terhadap mahar politik itu sudah mempengaruhi tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap partai politik apalagi dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini 
yang menjadi konsumsi publik persoalan mahar politik yang diberikan oleh salah satu 
pasangan kandidat pemilukada untuk mendapatkan rekomendasi partai politik.30 
Para pejabat partai politik membuat banyak alasan sampai pada kesimpulan 
seolah olah dana tersebut telah dilegalkan. Muncul dan ramainya mahar politik ini 
sebenarnya sudah lama terutama di setiap ada agenda demokrasi dari pemilu 
legislative dan pemilu kepala daerah, bahkan merembet ke pilpres. Karena itu, boleh 
jadi sebuah partai politik itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Apabila dalam 
upaya menggolkan sebuah kontestasi politik yang diharapkan menjadi pendapatan 
atau pemasukan dana partai politik. Ini sangat merusak budaya demokrasi. Jadi kita 
harus mengapresiasi partai politik yang memiliki paslon yang berupaya menegakkan 
budaya demokrasi yang jujur dan adil, sehingga terhindar dari praktik demokrasi 
yang kontra produktif dalam menegakkan budaya demokrasi jujur. Oleh karena itu, 
istilah mahar politik tidak boleh berkembang. 
                                                 
29Muh Tauhid, Tokoh Masyarakat Kel. Antang Kec.Manggala, 3 Desember 2018. 
30Syawaluddin Arief, Wakil Ketua DPC  Gerindra di Kota Makassar, 28 November 2018. 
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Melalui wawancara dan diskusi-diskusi peneliti mengeksploitasi respon 
mereka terhadap mahar partai politik dalam pemilukada serta harapan-harapan 
terhadap partai politik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu anggota 
Nahdatul Ulama kota Makassar mengatakan bahwa partai politik di kota Makassar 
menjalankan sepenuhnya peranan dalam pemilukada untuk menciptakan iklim 
demokrasi yang baik serta menyeleksi pemimpin yang sesuai kebutuhan masyarakat 
sehingga tidak untuk direkayasa dalam menjalankan politiknya. Peranan itu tentu 
sangat penting diperhatikan dalam rangka mewujudkan pemilukada yang aman damai 
dan bersih dari berbagai politik kotor seperti money politik. 
Terciptanya pemimpinan yang baik merupakan hasil daripada kinerja partai 
politik yang menyeleksi calon yang diusungnya, hal ini tentu partai politik adalah 
wadah dalam menjalankan peranannya dalam pemilukada. Menurut salah satu kader 
Himpunan Mahasiswa Islam cabang Makassar komisariat UIN alauddin menuturkan 
bahwa partai politik di kota Makassar memiliki beberapa kelemahan terutama dalam 
pengusungan calon kepala daerah yang kurang memperhatikan survey di tengah-
tengah masyarakat, parpol cenderung memperhatikan pengaruh di masyarakat baik 
dan buruknya tidak dipersoalkan dan lebih melihat fnasial yang akan diusung, dalam 
hal ini tentang mahar partai yang di berlakukan disetia partai. Keadaan seperti inilah 
yang akan diklaim partai memiliki sifat pragmatis sehingga nantinya jika ia terpilih 
tidak menutup kemungkinan pemimpin yang terpilih akan menjadi perilaku koruptif. 
Disamping itu kelemahan yang lain terletak pada fungsinya lemahnya pelembagaan 
partai politik di Indonesia khususnya di kota Makassar, terutama disebabkan oleh 
belum munculnya pola partai kader.31 
                                                 
31Muallim Bahar, Wawancara Kader HMI Cabang Makassar, 3 Desember 2018. 
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Pandangan Samsul Marlin (Anggota Nahdatul Ulama (NU) Biro Politik 
Wilayah Makassar) menegaskan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat terhadap 
partai politik karena beberapa indikator. Pertama partai politik menjauh dari sikap 
politik sebenarnya. Kedua tidak memiliki basis massa pemilih loyal, dan Ketiga 
perilaku elit partai mengecewakan masyarakat ketika beberapa partai politik dianggap 
bersih ternyata elit partai memberikan image sebaliknya.32 Begitu pula dengan 
perilaku hedonis atau gaya kebarat-baratan dengan bergaya hidup mewah para elit 
partai memberikan kesan kurang peka terhadap kondisi masyarakat sekitar, sehingga 
memberikan kesan bahwa jarak antara elit partai politik dan masyarakat begitu 
Nampak bahkan mereka lupa dengan agenda yang mereka perjuankan. Kemudian 
antara partai politik dengan masyarakat sangat jarang, nanti mereka turun ada saat 
menjelang pemilu digelar sehingga penyerapan aspirasi masyarakat jauh dari 
harapan.33 
Partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik kepada anggota-
anggotanya/membina dan menanamkan ideologi partai sehingga terbentuk kader-
kader partai yang punya idealism dan tidak menutup kemungkinan tidak akan 
tergiring kepada hal yang pragmatis. Lanjut pimpinan daerah muhammadiyah 
mengatakan sehingga nantinya pada saat pengusungan calon pemimpin daerah akan 
terlihat kader-kader terbaik. Mengenai hal peranannya dalam pemilukada partai 
politik mengusung kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan umum kepala 
daerah. Hal ini tentu bagi partai politik memperhatikan calon yang diusungnya baik 
                                                 
32Samsul Marlin, Anggota Nahdatul Ulama (NU) Biro Politik  Wilayah Makassar,4 Desember 
2018. 
33Samsul Marlin, Anggota Nahdatul Ulama (NU) Biro Politik Wilayah Makassar,4 Desember 
2018. 
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dari internal partai maupun dari eksternal partai. Secara hak partai politik harus 
memperhatikan kandidat yang akan mereka usung, setidaknya ia harus memiliki 
kecerdasan, jujur, amanah, adil, dan beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang maha 
esa dan tidak memiliki stigma negatif terhadap masyarakat banyak.34 
Dalam sebuah rilis media online Makassar terkini direktur eksekutif Saiful 
Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai bahwa partai 
politik memunculkan koalisi yang dibangun sehingga menyuburkan transaksi politik. 
Pernyataan ini dapat diakui bahwa dalam suasana kepartaian yang tidak ideologis 
justru potensial menyuburkan transaksi mahar politik untuk berkoalisi dan mahar 
politik jadi penentu. Secara yuridis mahar politik diatur dalam UU No.8/2015. 
Walaupun terminology mahar partai politik masih multi tafsir. Namun istilah mahar 
politik merujuk kepada dua hal, Pertama suatu imbalan khususnya dalam bentuk 
uang yang diberikan seseorang calon kepada partai politik tertentu dengan maksud 
agar partai politik tersebut mencalokan yang bersangkutan dalam pilkada. Praktik 
semacam ini biasa disebut “jual beli perahu”. Kedua mengacu kepada sejumlah uang 
yang dipersiapkan untuk membantu biaya operasional keikutsertaan calon tertentu 
dalam kontestati pilkada.35 
Partai politik merupakan pilar daripada demokrasi sangat berpengaruh bagi 
kelangsungan berdemokrasi yang baik, sejatinya partai politik menciptakan pemimpin 
yang ideal karena diberi kewenangan dalam mengusung pemimpin untuk rakyat 
dalam pemilukada, dan memberikan persyaratan-persyaratan internal partai bagi 
kandidat yang akan diusung maka seharusnya partai politik harus bersungguh-
                                                 
34Muslimin Bohari, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Tarjih, 4 Desember 2018. 
35https://makassar.terkini.id/perselingkuhan-ideologi-transaksi-politik-pilkada/. Diakses pada 
7 November 2018 pukul 15.45 WITA. 
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sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Menggunakan mahar bagai partai politik 
terhadap pasangan calon yang akan bertarung, tidak selektif dalam menjalankan 
perekrutan partai, menggunakan money politics (politik uang) dalam menjalankan 
mesin politiknya untuk menjadi pemenang merupakan cara-cara kotor yang akan 
menimbulkan pemimpin yang koruptif.36 
Dampak yang buruk dikemudian hari, dimana apabila ada bakal calon kepala 
daerah yang mau membayar mahar politik atau, membayar uang perahu kepada partai 
politik supaya diberi dukungan untuk mecalonkan diri dan menang dalam pemilihan 
tersebut yang terjadi adalah, kepada daerah tersebut tidak akan berorientasi kepada 
rakyat, dan kepentingan umum, tetapi berupaya semaksimal mungkin bagaimana 
caranya supaya uang yang tadinya digunakan untuk membayar mahar harus 
dikembalikan atau harus terganti, mereka tidak hanya akan samapai disitu, mereka 
akan berupaya supaya uang yang dikeluarkan dimuka tidak hanya terganti, tetapi 
harus ada uang tambahan sebagai labanya. Maka jangan heran apabila banyak kasus 
korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah saat ini. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                 
36Muallim Bahar, Wawancara Kader HMI Cabang Makassar, 3 Desember 2018. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahar partai politik membangun habitus politiknya dari arus bawah sampai 
ke tingkat atas. Dalam rekrutmen politik pada saat pencalonan momentum 
pilkada sangat kental dengan adanya praktek mahar politik untuk mengendarai 
partai maju pada setiap momentum. Sehingga dalam hal mempertahankan 
eksistensi partai pada sistem demokrasi baik menjadi partai pengusung 
pemerintah maupn partai oposisi untuk mempertahankan eksistensi partai 
masing-masing, mahar politik memudahkannya untuk berinteraksi dan 
membangun dukungan politik lintas partai maupun dengan berbagai tokoh 
politik lintas etnis lainnya, ditambah habitus politiknya sebagai bentuk 
kekuasaan pemodal yang mematahkan kader-kader militan partai politik yang 
paham mekanisme dan ideologi partainya. Mahar politik di kota Makassar 
telah menjadi contoh konkrit pada pilwalkot 2018 menjadi kesan buruk 
dampak mahar politik yang di praktekan, sehingga semua partai besar 
dikalahkan oleh kotak kosong tanpa suksesi yang massif.  
2.  Partai politik dalam ketatanegaraan islam pada masa Raslullah sudah ada 
ketika partai politik dipahami sebagai bagian dari sekelompok golongan yaitu 
golongan anshar dan muhajirin. Institusi politik ahlul halli wall aqdi sebagai 
institusi politiknya. Dalam konsepsi Islam, manusia memikul amanah 
(amanah ibadah dan amanah risalah). Amanah ini boleh jadi sebagai 
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konsekuensi dari deklarasi universal yang pernah dinyatakan manusia di 
hadapan Allah dan sekaligus menjadi tantangan terhadap sifat manusia yang 
etis yang harus dibuktikan melalui keberhasilannya di dalam menunaikan 
amanah yang telah disanggupinya itu. Mahar politik dalam islam sangat 
dilarang, kecuali sebagai pemberian hadiah itu hukumnya mubah (boleh) 
selama seorang pemimpin memenuhi kriteria dan berdasarkan asas keikhlasan 
sebab islam hanya mengenal istilah sedekah, dan amanah, menetapkan hukum 
dengan adil, dan ketaatan terhadap Allah dan rasul-Nya. Oleh sebab iu, mahar 
politik kerap terindikasi dengan suap menyuap yang dalam Islam disebut 
sebagai Risywah dan hal itu sangat tidak dibenarkan. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari 
penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Sistem politik kota Makassar sebaiknya mengurangi ruang kepada aktor-aktor 
pemodal politik untuk menguasai panggung untuk memberikan ruang kepada 
kader-kader militansi partai yang paham ideologi partainya dan  pihak lain 
dalam berpartisipasi politik sehingga memberikan warna dalam sistem politik 
kota Makassar yang terhindar dari money politik. Meningkatkan pengawasan 
dan fungsi dari partai politik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas 
yang tidak hanya berasal dari pemilik modal. 
2. Dalam mewujudkan kompetisi politik yang baik diperlukan seleksi dan 
rekrutmen partai politik yang konsisten terhadap kader-kader partainya 
sebagai prioritas perjuangan partai untuk menjadi partai pengusung 
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pemerintah dan memenangkan pemilukada. Sistem kepartaian sebaiknya 
mengikuti konsepsi islam tentang ajaran risywah dan sedekah, agar terhindar 
dari proses jual beli kursi sebagai kendaraan maju disetiap momentum politik 
agar sistem politik dapat memenuhi kriteri dalam islam sehingga terwujud 
kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dan diridhoi Allah SWT. 
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A. Persepsi Partai Politik di kota Makassar terhadap Mahar Partai Politik 
 Bagaimana pendangan bapak selaku pengurus partai politik di Kota Makassar 
tentang mahar partai politik ? 
 Apakah bapak selaku pengurus partai politik di Kota Makassar membarkan adanya 
mahar partai politik? 
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B. Mahar Partai dalam Ketatanegaraan Islam 
 Bagaimana pandangan bapak tentang mahar politik dalam islam ? 
 Apakah kedudukan hukum mahar politik dalam islam ? 
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Mahar Partai Politik Dalam Pengusungan Kandidat 
Pemilukada di Kota Makassar 
 Bagaimana pandangan bapak selaku masyarakat kota Makassar dalam menanggapi 
mahar politik ? 
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1. Bagaimana cara anda berkomunikasi dnegan anak anda? 
2. Apa yang anda lakukan ketika anak lebih sering bermain gudget ? 
3. Bagaiman acara anda saat ingin melarang kebiasaan anak anda yang lebi sering bermain 
gudget ? 
4. Hal apa yang menurut ada lebih efektif dikerjakan oleh anak dari pada hanya bermain 
gudget ? 
5. Bagaimana menurut anda tentang lingkungan sosial anak yang dapat mepengaruhi 
kebiasaan anak yang bermain gudget ?  
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Sekertaris Biro Politik DPW Partai NASDEM Kota Makassar, 28 November 
2018, pukul 16:00 WITA (Muhammad Ferdi Asdana) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wakil Sekertaris DPD Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Kota Makassar, 3 
Desember 2018, pukul 13:15 WITA (Bapak Malafiang) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Tarjih 4 Desember 2018, pukul 15:23 
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Wakil Ketua DPD Gerindra di Kota Makassar, 28 November 2018, pukul 11:25 
WITA (Bapak Syawaluddin Arief, S.Pi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anggota Nahdatul Ulama (NU) Biro Politik Wilayah Makassar, 4 Desember 2018 
pukul 13:56 WITA (Syamsul Marlin) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tokoh Masyarakat Kel. Tamangapa Antang, 3 Desember 2018 pukul 09:15 WITA 
(Bapak Muh Tauhid HK) 
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